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Abstract: The purpose of this study is twofold, namely to describe the curriculum structure that is integrated with gender equality in state Islamic religious universities in Indonesia and identify strategies for implementing a curriculum that is integrated with gender equality in state Islamic religious universities in Indonesia. There are two research questions in this study, namely how is the curriculum structure integrated with gender equality in state Islamic religious universities in Indonesia and how is the strategy of implementing a curriculum that is integrated with gender equality in state Islamic religious universities in Indonesia, this research is a field research with a qualitative approach. Primary data were obtained from observations to universities that were sampled and the results of interviews offline and online. The collected data were analyzed with Contributions approach, Additive Approach, Transformational Approach. The results showed that there is one PTKIN, namely UIN Mataram, which has implemented a gender-responsive curriculum. Meanwhile, other PTKIN 95% have no gender-identified courses.
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Abstrak: Tujuan penelitian ini ada dua yaitu untuk mendeskripsikan sturuktur kurikulum yang terintegrasi dengan kesetaraan gender di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri di Indonesia dan mengidentifikasi strategi penerapan kurikulum yang terintegrasi dengan kesetaraan gender di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri di Indonesia. Ada dua pertanyaan penelitian dalam penelitian ini yaitu bagaimana sturuktur kurikulum yang terintegrasi dengan kesetaraan gender di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri di Indonesia dan bagaimana strategi penerapan kurikulum yang terintegrasi dengan kesetaraan gender di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri di Indonesia, penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh dari observasi lengsung ke perguruan tinggi yang dijadikan sampeldan hasil wawancara secara offline dan online. Data yang terkumpul dianalisis dengan Contributions approach, Additive Approach, Transformational Approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat satu PTKIN yaitu UIN Mataram yang sudah menerapkan kurikulum responsif gender. Sedangkan PTKIN lain 95% belum ada mata kuliah yang beridentifikasi gender.upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam bentuk integrasi materi perkuliahan dengan kesetraan gender dalam beberapa mata kuliah.
Kata Kunci: struktur kurikulum, gender, kurikulum di perguruan tinggi
 
Introduction  
Kebijakan pengintegrasian kajian gender dan kurikulum berbasis gender di perguruan tinggi merupakan salah satu bentuk dukungan perguruan tinggi akan terciptanya kampus ramah perempuan. Sebagaimana dinyatakan oleh Elliot seperti dikutip oleh Susilaningsih[footnoteRef:1]  bahwa kurikulum  menggambarkan  cerminan atas  sikap dan prilaku semua yang ada di kelas, lembaga pendidikan, golongan masyarakat, dan negara mengenai isu-isu tertentu. dari kurikulum itulah tujuan pendidikan tergambar dengan jelas karena tujuan itu ditetapkan berdasarkan kemauan dan kebijakan pembuat kurikulum.[footnoteRef:2]  Setiap orang dimanapun dia berada menginginkan terwujudunya keadilan dan kebijaksanaan bagi semuanya orang tanpa hendak berbuat diskriminasi dan ataupun subordinasi pada salah satu jenis kelamin. Namun pemahaman pihak pelaksana kurikulum yang berkeadilan gender  pada pendidikan masih jauh dari amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.[footnoteRef:3] [1:  Susilaningsih, dkk. Kesetaraan Gender di Perguruan Tinggi Islam, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga dengan McGill IISEP, 2004]  [2:  Yanuari Dwi Puspitarini and Yuli Utanto, “Ideologi Gender Dalam Konstruksi Kurikulum Program Studi Di Universitas Negeri Semarang,” Teknodika 17, no. 1 (2019)]  [3:    ‘Abdul Syukur Ibrahim, “Pemahaman Sekolah Terhadap Kebijakan Tentang Penyelenggaraan Kurikulum Setara Jender,” Kajian Linguistik dan Sastra 1, no. 1 (2016).] 

Menurut kementerian PPPA perguruan tinggi bisa di katagorikan ke dalam perguruan yang responsip gender jika di perguruan tinggi tersebut mempunyai, PSGA profil gender, Peraturan Rektor dan SOP tentang pencegahanan, penanggulangan pelecehan dan kekerasan seksual, unit layanan terpadu, Standar mutu pendidikan (kurikulum/SAP berbasis gender), pengabdian masyarakat, tata kelolah yang responsive gender. Seluruh civitas akademikanya turut serta berperan merencanakan-mengevauasi kegiatan Tri darma Perguruan Tinggi yang responsive gender dan pelecehan serta kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki berstatus zero.[footnoteRef:4] Fakta dilapangan  perempuan khususnya yang status mahasiswi masih sering mengalami perlakukan  diskriminasi  bahkan sampai terjadi kekerasan dan pelecehan baik secara verbal maupun non verbal di lingkunga kampus dan ataupun di luar kampus.  Dikarenakan perlakuan diskriminasi baik kekerasan dan pelecehan di lingkungan kampus mendapatkan banyak perhatian dari berbagai pihak baik para akademisi maupun pemerhati perempuan. Untuk itu akademisi harus berpartisipasi mencegah berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan di lingkungan kampus dengan memulai dari tata kelola maupun kurikulum. Pengintegrasian gender di perguruan tinggi ini diperlukan selain buat menghilangkan pembedaan kepada perempuan juga buat menjamin hak- hak wanita yang mempunyai kesetaraan dengan laki-laki dalam bidang pendidikan. Pemerintahpun turun tangan melalui  Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk  pengintegrasian gender di perguruan tinggi khususnya di PTKIN dengan melakukan kegiatan worshop ataupun pelatihan, mendata, mendukung dan memantau kegiatan perguruan tinggi responsif gender melalui PSGA yang ada di lingkungan PTKIN. [4:  https://www.umsu.ac.id/2020/02/23/umsu-satu-satunya-pt-responsif-gender/di kunjungi 23 Desember 2021] 

Kajian kontekstual kekinian menjadi landasan yang kuat dalam merespon isu gender dewasa ini, bahwa Islam tidak mendiskriditkan perempuan, bahwa secara riil perempuan sekarang mampu berperan di berbagai aspek kehidupan dengan kelebihan yang dia miliki.[footnoteRef:5] Penyebaran pemahaman tentang adanya kesetaraan  antara laki-laki dan perempuan diperulkan tindakan yang kongrit dari perguruan tinggi yakni dengan mengajarkan  teori-teori tentang perempuan dalam proses pembelajaran baik dengan menentukan kurikulum khusus atau memasukkan materi kesetaraan gender pada beberapa matakuliah dan bahkan menggunakan kedua langkah tersebut, yakni membuat kurikulum khusus yang membahas tentang perempuan dan juga menyelipkan materi materi khusus keperempuanan pada berbagai matakuliah. Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang responsif gender menjadi suatu keniscayaan, sebab banyak masyarakat yang memandang dan beranggapan kebijakan pendidikan di Indonesia baik pada kementerian Pendidikan Nasional maupun Kementerian Agama masih bias gender mulai dari tata kelolah, kurikulum, bahan ajar dan ataupun dari segi lainnya, padahal keberpihakan pada gender dapat menjadikan manusia berkarakter ((human character building). Mengonsep kurikulum butuh memikirkan tiga- lingkungan yang dibantu oleh usaha campur tangan serta adaptasi, mulai dari kategori, sekolah, serta area keluarga. Supaya pembangunan kurikulum tidak bias kelamin, butuh mempertimbangkan perspektif gender dalam meningkatkan kurikulum pembelajaran kepribadian di seluruh tingkatan. [5:  ‘Faqihuddin Abdul Kodir, 60 Hadis Shahih; Khusus tentang hak-hak perempuan dalam Islam dilengkapi penafsirannya, (Yogyakarta: DIVA Press, 2019); Ahmad Asrof Fitri dkk, Menyelami telaga kebahagiaan bersama 20 Ulama perempuan: Interpretasi Berbasis Pengalaman atas Kitab Manba’ As-Sa’adah, ( Jawa Barat: Mubadalh.id, 2021),;  Husein Muhammad, Perempuan Ulama di atas panggung sejarah, (Yogyakarta:IRCiSoD, 2020),:Husein Muhammad, Agama Ramah Perempuan, (Yogyakarta:IRCiSoD, 2020); Faqihuddin Abdul Kodir, Perempuan Bukan Sumber Fitnah, (Bandung: Afkaruna, 2021); Husein Muhammad, Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender, Yogyakarta:IRCiSoD, 2020).] 

Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan penelusuran secara mendalam dan ilmiah tentang penerapan kurikulum yang responsif gender di beberapa perguruan tinggi Islam sebagai salah satu cara  menuju kampus ramah perempuan. Mengingat pembahasan tentang kurikulum yang berwawasan gender sudah sering digaungkan sejak beberapa tahun yang lalu, sedangkan pembangunan pemberdayaan perempuan dimulai terlaksana secara terencana sejak tahun 1978.
.
 ‘.
Discussion  
Penelitian yang berjudul strategi penerapan kurikulum Responsif gender pada PTKIN di Indonesia menuju kampus ramah perempua, strategi pengambilan datanya melalui wawancara lansung dan tidak langsung, pengamatan serta dokumentasi. Yang dimaksud dengan wawacara langsung adalah peneliti mengunjugi lokasi perguruan tinggi dan juga Penggiat perempuan ataupun gender. Sedangkan wawancara tidak langsung dilakukan melalui google form yang peneliti kirim ke indvidu dosen, dan ketua Pusat Studi Gender dan Anak di perguruan tinggi yang tidak bisa didatangi langsung oleh peneliti untuk mengisi dan menjawab pertanyaan peneiltian.  
Adapun Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang peneliti kunjungi adalah Universitas Islam Negeri Mataram, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry di Aceh, dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidatullah di Jakarta. Ketiga universitas Islam Negeri yang sangat aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan Responsif dan ataupun berbasis gender menuju kampus ramah perempuan dan anak. Peneliti juga melakukan pengamatan serta wawancara di kampus UINFAS Bengkulu sebagai tuan rumah bagi dua orang peneliti. Disamping itu peneliti juga melakukan wawancara langsung kepada pihak ketiga yakni pihak-pihak yang peduli terhadap kemajuan serta perkembangan gender baik di kampus maupun di masyarakat. Pihak-pihak yang peneliti maksud adalah, MUI, beberapa penggiat dan pemerhati perempuan, Alimat, Fatayat, Muslimat, Aisyia, peneliti mengikut sertakan mereka ini untuk mendapatkan masukan tentang matakuliah atau kurikulum responsif dan berbasis gender yang tepat menurut mereka. Sedangkan data yang didapat melalui pengisian google form yang peneliti kirim ke berbagai perguruan tinggi Islam negeri dan sebanyak  dua puluh dua perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang mengisi  google form dari 32 PTKIN yang peneliti share linksnya.
Dari hasil wawancara, pengamatan dan isian links google form didapatkan data tentang penerapan kurikulum responsif gender di perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia, yang peneliti deskripsikan sesuai sub bab berikut ini.

Struktur Kurikulum  Responsif Gender di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri   di Indonesia
Berdasarkan data yang peneliti dapatkan baik melalui wawcancara langsung maupun tidak langsung di berbagai perguruan tinggi keagamaan Islam negeri di Indonesia, bahwa struktur kurikulum responsive gender tidak seragam, sangat bervariatif, sebagian besar tidak mempunyai bentuk ataupun wujud sebagai Patamarga. Baik ditingkat institusi apalagi fakultas ataupun program studi. 
Universitas Islam negeri Mataram sebagai Universitas Islam negeri yang baru, Rektornya sangat responsive gender hal ini menjadikan beberapa kebijakan kampus dan beberapa fasilitas sudah memenuhi stadar kampus resposiv gender, seperti sudah memiliki  PSGA, UINCare sebagai tempat penangan korban kekerasan, ruang laktasi, ruang merokok dan lain sebagainya,  bahkan sudah ada juga fasilitas untuk disabilitas. Penerapan kurikulum berbasis gender ada di tingkat program studi namun belum semua program studi ada. Hal ini dapat dilihat dalam struktur kurikulum berdasarkan pedoman akandemik terbaru yakni tahun 2021. Berdasarkan SK Rektor UIN Mataram No 1740 tahun 2021 tentang pemberlakuan buku pedomanan akademik tahun akademi 2021/2022. Pada Program Studi Sosiologi Agama ada mata kuliah Sosiologi Gender. Mata kuliah Sosiologi Gender merupakan mata kuliah keahlian prodi.
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Aceh kebijakan yang mendukung kampus responsif gender masih sebatas fasilitas berupa PSGA, ruang laktasi dan peanganan kasus. Struktur kurikulum responsiv gender belum ada, begitu juga di PTKIN lainnya seperti Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Serta UIN Sunan Gunung Jati Bandung, IAIN Curup serta STAI Al Azhar Lubuk Linggau. Dengan demikian, selian UIN Mataram pedoman kurikulum atau dalam kebijakan apapun yang mendukung kampus responsif gender, semuanya masih dalam wacana, dosen-dosen yang mempunyai pemahaman dan atau responsiv gender, struktur kurikulum responsiv gender belum ada wujudnya, belum ada dalam pedoman akademik ataupun kebijakan lainnya.
Kegiatan yang responsif gender di luar struktur kurikulum sudah diajarkan melalui materi-materi pembelajaran yang dekat dengan pembahasan gender oleh dosen-dosen yang mempunyai kepedulian terhadap gender, pada kegiatan kelompok-kelompok mahasiswa atau seminar dan lain sebagainya. Kegiatan rutin di luar struktur kurikulum untuk mendukung kampus responsif gender sudah ada dilaksnakan seperti kegiatan seminar dengan tema tentang Hadis responsif gender,  tafsir responsif gender, fiqih nisa, pengantar gender, Sosiologi Gender, Gender dan Pembangunan, Islam dan Kesetaraan Gender dan Gender dan inklusi sosial.
 Dengan demikian dapat dipahami bahwa hampir semua perguruan tinggi keagamaan negeri di Indoesia dan bisa di katakan  99,99%nya belum menerapkan struktur kurikulum responsif gender secara sistematis, dan baik sebab tidak ditemukan dokumennya  berupa struktur kurikulum itu sendiri kecuali yang baru disusun di UIN Mataram dan itupun baru nama-nama saja dokumen materinya belum ada  seperti RPS dan Jurnal Perkuliahanya.  Beberapa Universitas Negeri  keagamaan sempat dan sering membahas masalah kegiatan-kegiatan dan bahkan kurikulum ataupun materi responsip gender namun belum ada realisasi yang pastinya dan mungkin kurang responnya pimpinan yang ada di tingkat rektorat.
Upaya mengintegrasian materi tentang gender di dalam penerapan kurikulum dilakukan oleh beberapa dosen pendukung kesetaraan gender tanpa merubah matakuliah. Dosen yang melakukan integrasi materi gender di dalam pembelajaran masih sangat terbatas karena keterbatasan pemahaman dan pengetahuan, pengaruh struktur budaya yang hidup di masyarakat Indonesia juga membentuk diri dosen yang bersangkutan. Dengan demikian  sumber daya manusia yang perspektif gender masih sangat lemah dan dalam kurikulumnya pun banyak problem yang harus dibenahi. Apapun langkah langkah yang bisa atau dipilih/dijalankan dalam menginplementasi integrasi gender dalam perkuliahan adalah 1) Reviuw kurikulum melalui  RPS, 2) Identifikasi isu gender, 3) Memasukan dan atau merevisi RPS, 4) Menerapkan RPS dan 5) Mengevaluasi proses perkuliahan. 
Kurikulum menggambarkan tujuan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan kehendak manusia yang membuat kurikulum. Kehendak manusia siapapun dan dimanapun pada dasarnya menghendaki terwujudnya masyarakat yang adil, tanpa diskriminasi dan subordinasi terhadap salah satu jenis kelamin.
Pengembangan visi dan misi yang dimiliki oleh lembaga pendidikan diaktualisasikan dalam kurikulum. Dengan kata lain, kurikulum menggambarkan dan menerjemahkan visi dan misi yang dimiliki oleh lembaga pendidikan tersebut. Pendidikan merupakan salah satu implementasi dari tugas manusia sebagai khalifah di bumi. Corak penerima tugas itu berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lain. Dalam hal inilah maka dalam pendidikan sistem dan tujuan pendidikan masing-masing masyarakat berbeda, bukan hasil eksport atau import, tetapi ia harus timbul dari dalamnya.

Strategi  Penerapan Kurikulum Responsif Gender pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri  Di Indonesia
Anjuran penerapan kurikulum responsive gender di perguruan tinggi keagmaan negeri tergolong baru direspon secara positif dalam satu tahun ini, sementara perangkat akademik sudah terbentuk lama, maka otomatis setiap perguruan tinggi belum dapat menyesuaikan diri dalam menerapkan kurikulum yang responsive gender. Sehinggah perlu proses dan usaha yang maksimal dalam menentukan nama, materi dan apalagi pengajarnya. Oleh karena itu perguruan tinggi mengunakan atau memilih strategi sendiri-sendiri sesuai dengan kondisi masing-masing. Adapun data-data yang peneliti dapatkan melalui beberapa methode ditemukan bahwa strategi penerapan kurikulum responsif gender sangat beragam, sebagaimana data berikut:
Pertama: Ada empat  perguruan tinggi yang menerapkan kurikulum responsif gender melalui Social Action Approach: Dengan mendiskusikan materi-materi tentang keadilan gender dari berbagai aspek,, diskriminasi terhadap perempuan, mengapa itu terjadi, dan apa sikap yang harus diambil dalam menyikapi kenyataan ketidakadilan gender di masyarakat. Kegiatan yang dilakukan secara rutin seperti pada kegiatan orientasi pengenalan kampus bagi mahasiswa baru, Pembekalan KKN, PPl dan lain sebagainya.  Pada metode ini ternyata memberikan sedikit dampak pada mahasiswa sehingga mereka memiliki ketertarikan dengan isu-isu gender. Metode ini dilakukan oleh empat (4) perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Metode ini agak lebih mudah diterapkan karena tidak membutuhkan tenaga yang profesional, namun cukup dosen-dosen atau kepala PSGA atau struktur pimpinan lain yang ada di lingkungan kampus masing-masing yang menyampaikannya, tidak berbiaya.  
Kedua, Tujuh perguruan tinggi yang menerapkan kurikulum berbasis gender melalui metode Transformational Approach; Kurikulum dijadikan responsif gender dari berbagai aspeknya.  Struktur mata kuliah yang  mengakomodir isu gender.  Seperti mata kuliah fiqh munakahat, pendapat ulama tentang hak-hak perempuan dalam rumah tangga dan masyarakat dan lain lainnya. Namun metode ini kurang berdampak, kurang mendapatkan perhatian dari mahasiswa atau yang lainnya. Metode Transformational Approach juga dipilih oleh beberapa perguruan tinggi dan lumayan diminati yakni ada tujuh (7) perguruan tinggi keagamaan negeri yang menerapkan ini. 
Metode Transformational Approach memberikan dampak tidak banyak juga sebab dosen pengajar belum mampu menjabarkan dan mengembangkan materinya, karena tidak respek atau paham dengan gender dan keilmuan tentang gender, selalu timpang hanya berpaham patrilineal, nilai dan sisi posisi perempuannya masih belum luas. Stagnasi pemahman ke arah perempuannya masih kuat. Oleh sebab itu pengaruhnya  belum nampak, mahasiswa belum paham bagaimana menghargai satu sama lainnya atau dengan orang beda jenis kelamin, belum paham penempatan hak dan kewajiban secara baik, adanya pemahman yang kurang baik berakibat pada perlakuan diskriminasi sering terjadi dikalangan akademika. 
Ketiga, ada sebelas perguruan tinggi menerapkan kurikulum responsif gender melalui metode Additive Approach: yakin dengan cara menambahkan materi-materi pada kurikulum yang ada tanpa mengubah bentuk kurikulum yang ada .(hanya menyelipkan isu isu gender saat proses pembelajaran, metode ini mendapatkan respon yang tinggi dari kalangan mahasiswa namun secara signifikan belum terasa dampaknya. Metode ini sebenarnya sulit diterapkan mengingat kemampuan dan kemauan dosen yang kurang mengenai gender dan tidak semua dosen melek tentang gender. Ini ujian terbesar bagi dosen untuk membaca, belajar lebih banyak dan panjang lagi. 
Penerapan kurikulum berbasis gender model  metode Additive Approach menurut mereka dampaknya lumayan ada, mahasiswa serta teman-teman sejawat mulai tertarik, berkeinginan tinggi, antusias berdiskusi materi gender, dan bahkan dalam forum diskusi kecil mahasiswa dalam perkuliahan  sangat seru serta hidup, walaupun perubahan dalam berprilaku belum begitu berdampak secara signifikan.
Dan terakhir atau kelompok keempat ada tiga pergurung tinggi keagamaan Islam negeri yang menerapkan  metode Contributions approach; yakni penerapan kurikulum berplatform gender dengan sistem serta adanya kebijaksanaan lembaga pendidikan. ada beberapa isu- isu gender secara jelas dimasukkan ke dalam kurikulum, dalam rangka merealisasikan kurikulum berbasis gender. Perguruan tinngi yang menerapkan metode seperti ini berdasarkan data google form dan kunjungan peneliti  diantaranya di Universitas Islam Negeri Mataram, IAIN Ponorogo, dan UIN Sunan Kalijaga, dan UIN Maulana Malik Ibrahim sedangkan Universitas Syarif Hidatullah masih menerapkan dengan sistem menyelipkan materi-materi gender ke dalam berbagai matakuliah yang kebetulan dosennya mempunyai pemahaman gender dan antusias dengan perkembagan gender.  Penerapan kurikulum responsive gender dengan sistem atau  model ini sangat berdampak pada kehidupan mahsiswa, mahasiswa sangat antusias, serius  mengikut pembelajaran mata kuliah, karena menurut mereka banyak pengetahuan baru yang dipahami.
Dan menurut para dosen, dan tenaga kependidikan metode ini sangat tepat diterapkan sebab sangat besar kemungkinan memberikan dampak terhadap perubahan prilaku  generasi bangsa yang melek gender, saling menghargai dan kesalingan lainnya, metode ini  sangat signifikan dan tepat diterapkan sehingga kampus ramah perempuan  dapat dicapai, walaupun ditahun 2022 ini belum dapat dirasakan dampaknya mengingat kurikulum baru diterapkan semester dua ditahun akademik 2022 ini. 
Secara umum penerapan kurikulum responsive gender yang diterapkan diberbagai perguruan tinggi keagaman Islam negeri yakni:
1.	Kurikulum;   materi gender dimasukan dalam  pembelajaran melalui mata kuliah yang ada saja
2.	Dalam struktur kurikulum responsif gender memasukkan isu-isu gender dan anak dalam pembahasan perkuliahan 
3.	Materi, metode, dan bahan ajar sebisa mungkin dikaitkan dg isu2 kesetaraan gender
4.	Secara spesial tidak ada dalam struktur kurikulum
5.	Menerapkan MBKM
6.	Baru hanya sekilas penjelasan dari personal dosen
7.	Terintegrasi dalam matakuliah
8.	Isu Gender dimasukkan dalam salah satu materi dalam silabus
9.	TerIntegrasi dengan Rencana Program Semester
10.	Masih belum maksimal, mesti ada mata kuliah khusus 
11.	Untuk saat ini issu pengarusutamaan gender dalam kurikulum belum menjadi issu kolektif. Hal ini berdampak pada struktur kurikulum belum sepenuhnya responsif gender.
12.	Isu-isu gender dimasukkan dlm aktifitas sosial yg ada di kampus
13.	Masih dalam bentuk additive approach
14.	Masih tahap sosialisasi
15.	Disangsikan jika kegiatannya dilakukan online
16.	Beberaapa mahasiswa dan dosen yang merasakan dampaknya sehingga sedikit demi sedikit merubah dan mengurangi perbuatan yang mengarah ke tindakan tidak menghargai yang lain
17.	Mahasiswa sangat paham dan aplikatif tentang bagaimana berinteraksi dengan gender dan menghormatinya
18.	Penghormatan pada perempuan, tahu sejarah perempuan dan kontribusi perempuan di segala level
19.	Betul ada perempuan terlihat ada kepedean
20.	Pada sebagian kurikulum Mata Kuliah yang memasukkan responsif gender nampak bahwa terjadi perubahan sikap atau perilaku. Paling tidak mahasiswa sudah terpapar dengan issu gender.
21.	Butuh kepedulian Perempuan baik dari kalangan dosen maupun tendik lainnya
Sedangkan menurut para ahli pendidikan, agama, psikologi, penggiat gender dan beberapa keilmuan lain yang peneliti wawancarai model kurikulum responsive gender yang bisa diterapkan di perguruan tinggi keagaman Islam negeri. Mereka penyatakan bahwa kurikulum responsiv gender di perguruan tinggi keagamaan sangat penting keberadaan, adapun nama-nama mata kuliah yang bisa menjadi alternatif masuk ke dalam di perguruan tinggi keagamaan negeri adalah :

Table 1: Mata Kuliah yang Bermuatan Gender

	No
	MK Responsif Gender
	MK terintegrasi  Gender

	1
	Hadis responsif gender
	Bhs Indonesia

	2
	tafsir responsif gender
	Metodologi Studi Islam/Studi Islam

	3
	fiqih nisa
	Ilmu Dakwah

	4
	pengantar gender
	Hadis

	5
	Sosiologi Gender
	Tafsir

	6
	Gender Dan Pembangunan
	Sosiologi

	7
	Islam dan Kesetaraan Gender
	Antropologi

	8
	Gender dan inklusi sosial
	Psikologi

	9
	Komunikasi gender
	Ushul Fiqh

	10
	Kajian Media gender
	Fiqh

	11
	Sosiologi komnukasi antar gender
	Hukum Keluarga

	12
	Studi gender dalam Islam
	Ilmu Komunikasi

	13
	Pendidikan gender
	Media Massa

	
	
	Sosilogi komunikasi

	
	
	Ilmu Hukum

	
	
	Ilmu Pendidikan



Perguruan tinggi keagamaan Islam negeri  di Indonesia dalam merialisasikan tuntutan penerapan kurikulum responsif gender dalam rangka memenuhi salah satu syarat kampus yang responsif gender dan mendukung terciptanya kampus yang nyaman dan aman bagi perempuan atau yang sering disebut dengan kampus ramah perempuan berdasarkan data baik yang diperoleh dari wawancara langsung, pengamatan dan isian google form strategi yang digunakan berpariasi dan mayoritas menerapkan metode Additive Approach, dengan alasan lebih mudah dan praktis walau seperti masih ilegal di istansi masing-masing dan hanya dilakukan oleh dosen-dosen yang terbatas. 
Banyak kalangan dari pemerhati, penggiat, peduli perempuan dan khususnya kalangan perempuan itu sendiri mendesak agar perguruan tinggi khususnya perguruan tinggi keagamaan negeri diusahakan menjadi kampus ramah perempuan sesuai dengan ciri-ciri sebagaimana terncantum dalam buku panduan perguruan tinggi responsif gender yang diterbitkan oleh kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Republik Indonesia. Di dalam buku panduan disebutkan bahwa perguruan tinggi atau lembaga dapat masuk dalam katagori ramah perempuan jika memiliki pusat studi gender dan anak, unit layanan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penerapkan kurikulum responsiv dan lain sebagainya. Penerapan kurikulum responsif gender itu perlu waktu, pemikiran dan ahli karena sangat  rumit dan banyak kendalanya. Kendala-kendala itu tercermin dalam beberapa hal, diantaranya, jika kurikulum yang akan diberlakukan benar-benar resposiv gender harus diawali dari pondasi intstansi (kebijakan) yang meliputi, visi, misi dan tujuan, renstra instansi dan kurikulum lalu diturunkan ke visi, misi dan tujuan, kurikulum di tingkat fakultas dan program studi. Itu artinya merombak dari akarnya, sementara banyak perguruan tinggi keagamaan ini sudah dalam separoh bahkan lebih  perjalananan, melakukan hal yang demikian ini sangat sulit. Kecuali bagi perguruan tinggi yang baru beralih status, yang mau tak mau memang akan ada penyusunan visi, misi dan tujuan serta renstra  sampai ketingkat program studi. 
Namun jika pemberlakukan kurikulum responsiv gender hanya dicantolkan ke ke mata kuliah pilihan tanpa mempunyai kekuatan hukum seperti yang terjadi UIN di Aceh dan Jakarta, riwayatnya akan cepat hilang dari peredaran, paling dua atau satu semester saja hal ini diterapkan sebab tidak ada pengontrol keberadaannya. Sedangkan jika diselipkan ke mata kuliah tertentu yang nama mata kuliah sudah ada seperti tafsir, hadis, studi Islam, kemunikasi antar budaya dan lainnya, kesulitan menentukan pengajarnya karena tidak semua pengajar dengan keahlian mata kuliah tersebut resvonsip gender dan mau serta mampu menyautkannya dengan materi tentang gender dan khususnya perempuan.
Adapun alternatif lain yang bisa dilakukan dalam rangka penguatan pemahaman dan aliansi serta jejaring responsiv gender menuju kampus ramah perempuan dan itu tidak menggangu visi, misi tujuan dan rentsra namun dapat menguatkan keberadaan instansi menurut  Prof. Dr Rohimin, ketua MUI yang responsiv gender adalah penggiat gender diikut sertakan secara aktif dalam even-even gender baik tingkat lokal sampai internasional dan tampil setiap acara akademik baik dikalangan dosen, tenaga pendidikan pada kegiatan klinikel gender sedangkan di forum mahasiwa seperi kegiatan orientasi pengenalan kampus bagi mahasiswa baru kampus, stadium general PPL, PKL, KKN,  dan lain sebagainya.
 Mata kuliah tersebut tersebar di berbagai program studi, sehingga penerapannya ada disesuaikan dengan kebijakan institusinya, dan bisa dibagi ada yang kruikulum institusi, fakultas dan juga program studi. Dan jika visi misi institusi resposiv gender maka matakuliah institusi menimal tiga lalu diturunkan ke fakultas juga tiga kemudian program studi tiga matakuliah, namun jika hanya tidak tercervin dalam visi dan misi baik institusi maupun lainnya maka penekanannya cukup pada beberapa mata matakuliah  yang diteringrasikan gender sehingga kurikulumnya berbasis gender, sehingga tidak perlu merubah kurikulum yang ada, namun hanya menambahkan dan pengembangkan materi ke gender saja. 
Kurikulum akan dijabarkan dalam komponen-komponennya yang terdiri dari tujuan pembelajaran, materi, dan topik perkuliahan bahan bacaan atau referensi yang dipakai, strategi pembelajaran, media atau sarana dan prasarana yang digunakan dan evaluasi. Lembaga pendidikan yang memperhatikan kesetaraan gender akan mencantumkan upaya kesetaraan gender ini sebagai bagian dari visi dan misinya, yang kemudian akan terimplementasikan melalui kurikulum beserta komponen-komponennya Pada umumnya isi kurikulum adalah nama-nama mata pelajaran beserta silabinya atau pokok bahasan, tetapi kurikulum sebenarnya tidak harus berupa nama mata pelajaran, ia dapat saja berupa nama kegiatan. Inilah pengertian kurikulum yang paling luas dan yang sering dipakai dalam pendidikan 
Kurikulum yang digunakan oleh pendidik terbagi menjadi dua. Pertama, bersifat overt curriculum, dimana dalam kurikulum ini semua unsur yang ada bersifat terbuka, dapat tergambar mulai dari tujuan pembelajaran, materi, dan topik-topik perkuliahan, bahan bacaan strategi pembelajaran dan evaluasi. Kedua, bersifat hidden curriculum, di mana kurikulum yang disampaikan oleh pengajar di kelas dengan menggunakan strategi pembelajaran dan media yang dipakai termasuk bahasa komunikasi yang digunakan. Kurikulum sesungguhnya tidak hanya menggambarkan dan mencerminkan sikap dan pandangan yang ada di kelas dan lembaga pendidikan, tetapi juga menggambarkan masyarakat dan bahkan negara mengenai isu-isu tertentu, termasuk isu gender.
Menurut Nur Hamim, adanya bangunan kurikulum yang tidak berbasis gender disebabkan oleh disparsitas fungsi antara hidden curiculum dengan aktivitas yang dilakukan oleh pelaku pendidikan. Hal ini terjadi karena banyak pelaku pendidikan, termasuk guru dan dosen tidak memahami muatan tersembunyi dari kurikulum yang mereka pergunakan sehingga hal tersebut mempengaruhi pada apek perilaku yang mereka lakukan sehari-hari. Oleh karena itu, kurikulum yang sensitif gender seharusnya bersifat eksplisit (overt curriculum) sehingga permasalahan-permasalan gender dapat diungkap secara jelas. Perumusan kurikulum yang responsif gender menjadi tuntutan. Hal ini disebabkan oleh: Adanya diskriminasi yang terjadi dalam masyarakat sehingga menimbulkan dominasi terhadap jenis kelamin tertentu dalam bentuk stereotipe, beban ganda, dan kekerasan. Hal ini disebabkan, salah satunya, oleh bangunan kurikulum yang bias gender.
Masih terjadinya kesenjangan gender dalam tingkat pendidikan pada laki-laki. Data tatistik dan berbagai hasil studi menunjukkan adanya kesenjangan gender dibidang pendidikan. Semakin tinggi jenjang, representasi perempuan semakin kecil dibanding dengan laki-laki. Senas 2000 menunjukkan bahwa penduduk perempuan yang berhasil menamatkan pendidikan SLTP baru mencapai 36,9%, sedangkan penduduk laki-lai 46 %. Pada jenjang perguruan tinggi, jumlah perempuan hanya sekitar 3,06%, di bawah jumlah laki-laki yang mencapai 4,1%.  Persentase penduduk perempuan yang buta huruf lebih tinggi dari persentase buta huruf penduduk laki-laki. Berdasarkan data BPS tahun 2000, penduduk perempuan yang buta huruf adalah 23,1%, sedangkan penduduk laki-laki adalah 10,7.%. 
Muatan referensi atau sumber rujukan masih bias gender. Di dalam bahan ajar atau buku-buku yang dipergunakan banyak yang tidak mencerminkan kesetaraan gender. Sebagai contoh dalam materi keagamaan selalu mencantumkan maskulinitas atau laki laki sebagai sosok yang lebih sempurna dan kuat dibanding perempuan sehingga tugas yang strategis lebih diidentikkan hanya cocok bagi laki-laki, seperti seorang pemimpin harus laki-laki.
Untuk mengatasi ketertinggalan perempuan dalam berbagai bidang termasuk dalam bidang pendidikan, pemerintah mencanangkan program kesetaraan gender yang tertuang dalam Instruksi Presiden nomor 9 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa setiap institusi pemerintah wajib memasukkan dimensi kesetaraan dan keadilan gender dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi program/kebijakan, dan kegiatannya. Hal ini secara tegas juga dituangkan dalam GBHN 1999-2004, UU Nomor 25 Tahun 200 tentang Propenas dan Kesepakatan Forum Pendidikan Dunia di Dakkar pada bulan April 2000 tentang pendidikan untuk semua, yang salah satu komponennya adalah kesetaraan gender, termasuk di dalamnya bagaimana merumuskan kurikulum yang berbasis pada kesetaraan gender.

Efektifitas Penerapan Kurikulum Responsif Gender Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Indonesia
Dampak penerapan kurikulum responsif gender di PTKIN belum 60% responden menyatakan sudah ada dampaknya bagi mahasiswa, 20% menyatakan belum ada dampaiknya, 20 % menyatakan tidak tahu.
 Dari data ini dapat dipahami bahwa pembelajaran melalui kurikulum responsive gender walau di tahap ini penerapannya masih melalui berbagai macam methode di setiap kampus dan berbagai kendala yang berbeda pula, namun pelan-pelan dan pasti memberikan pengaruh dan berdampak positif bagi semua orang. Dampak pemberlakukan kurikulum responsive gender dan berbasis (teritegrasi gender) berdasarkan data di atas terlihat bahwa ada enam belas (16) perguruan tinggi keagamaan negeri yang sudah merasakan dampak positifnya sedangkan hanya lima(5) yang belum merasakan dampaknya dan ada empat perguruan tinggi yang belum pasti atau ragu-ragu apakah sudah merasakan dampak postifnya atau belum karena mereka belum melihat adanya keantusiasan, ketertarikan baik mahasiswa maupun teman sejawat ikut, senang membahas atapun mendengar tentang gender. 
Enam belas  pergurun tinggi keagamaan negeri yang sudah merasakan dampak positif dari penerapan kurikulum berbasis gender merupakan jumlah yang angat banyak dan itu  menunjukan bahwa studi gender itu penting dan sangat baik menuju kampus ramah perempuan. Semakin banyak perguruan tinggi merasakan dampak  terhadap keberadaan kurikulum responsive gender dan apalagi didukung dengan kebijakan lain baik terkait fasilitas gendung dan ruangan maupun sikap tenaga pengajar, pendidikan dan mahasiswa maka kampus ramah perempuan bukan hal yang naïf tapi kenyataan, maka sudah dipastikan Indonesia menjadi Negara yang kuat, sehat serta berkemajuan yang tinggi.
Sedangkan ada beberapa perguruan tinggi yang belum merasakan dampak postif dari adanya keberadaan, kebijakan penerapan kurikulum berbasis gender, jika kurikulum berbasis gender rutin di sampaikan dengan cara apapun maka akan mendapatkan dan merasakan dampak positifnya.  Memang perlu kerja keras, rutin, cerdas dan perlu waktu yang tidak singkar.
Jadi secara umum dapat didiskripsikan bahwa kurikulum perguruan tinggi keagamaan negeri di Indonesia sudah menerapkan kurikulum responsive gender dengan strategi penerapannya melalui cara yang berbeda atau dengan methoda penerapan yang berbagai macam cara, ada yang tertera secara jelas dalam kurikulum, ada yang diselipkan saat proses belajar mengajar, diberikan materi gender saat acara pembekalan Kuliah Kerja Nyata, PPL, Magang dan Orientasi pengenalan kampus.  Seminar dan artikeli, group-group diskusi ilmiah dan lain sebagainya. Dengan mayoritas perguruan tinggi telah menerapkan kurikukulum responsive gender, maka juga dapat ditarik pemahaman secara umum bagaimana dampak diterapkan kurikulum responsive gender.
Berdasarkan Instruksi presiden nomer 9 tahun 2000  tentang pengarustamaan gender dalam pembangunan nasional, mengamanatkan kepada keseluruh pimpinan kementerian/lembaga dan pimpinan daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing untuk melaksanakan pengarustamaan gender dalam pencapaian kesetaraan gender, termasuk perguruan tinggi. Sudut pandang desain sebuah perguruan tinggi dikatakan responsive gender  apabila 
“Memiliki kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan kebutuhan, pengalaman dan aspirasi civitas akademika gender(laki-laki dan perempuan)dalam menetapkan, melaksanakan, evaluasi, pengendalian serta peningkatan baik tatakelolah maupun Tridarma perguruan tinggi berdasarkan kajian strategi pengarustamaan gender. 
Bagi perguruan tinggi baru seperti UIN Mataram, dan UINFAS Bengkulu punya peluang tepat dan baik dalam merespon Instruksi presiden nomer 9 tahun 2000  dengan melakukan FGD penyusunan peraturan Rektor tentang perguruan tinggi responsive gender, workshop pemetaan matakuliah responsive gender, pembelajaran responsive gender, proposal responsive gender, (pengabdian, penelitian dll) dan lingkungan Ramah gender tercermin dari kenyamanan dan jaminan keamanan dalam bekerja, meneliti, dan melakukan pengabdian kepada masyarakat bagi seluruh civitas akademika, tidak ada pembakuan peran atas laki-laki dan perempuan, beban ganda, sub ordinasi, dan marjinalisasi/mengabaikan salah satu pihak. 
Penerapan kurikulum responsive gender pada hakekatnya mudah-muda susah sebab jikapun tidak yang responsive gender bisa yang berwawasan gender. Kurikulum Berwawasan gender – Dalam al-Qur’an maupun Hadis telah ditunjukkan tentang kedudukan laki-laki dan perempuan, dimana perempuan dan laki-laki adalah setara. Sebagai contoh dalam surat al-Baqarah (2: 187), “Istrimu adalah pakaianmu, dan engkau adalah pakaian mereka”. Pakaian dapat berfungsi sebagai pengganti untuk seseorang, dengan pakaian baru seorang mendapatkan kepribadian baru. Lebih jauh, pakaian menyembunyikan tubuh, menutupi pandangan terhadap bagian-bagian yang bersifat pribadi dan melindungi pemakainya. Dalam interpretasi ini suami–istri berbicara satu sama lain kepada alterego mereka, dan setiap diri melindungi pasangannya. Hal ini memperlihatkan hubungan kesetaraan dalam kebersamaan dan betapa baiknya prinsip yang berlaku dalam perkawinan.[footnoteRef:6]    [6:  Ratna Megawangi, “Sekapur Sirih”, dalam The Tao of Islam, Kitab Rujukan tentang Relasi Gender dalam Kosmologi dan Teologi Islam, Terj. Rahmani Astuti (Bandung: Mizan, 1999), hal. 16.] 

Dalam hal kecerdasan, tidak ada satu penelitian pun yang mengatakan bahwa laki-laki secara biologis lebih cerdas dari perempuan, tetapi kecerdasan itu lebih dikarenakan faktor pendidikan. Jika dalam realitasnya laki-laki mengungguli perempuan dalam berbagai kehidupan termasuk masalah kecerdasan, hal itu juga disebabkan oleh sistem pendidikan yang memihak laki-laki. Laki-laki mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan sementara perempuan tidak [footnoteRef:7]. [7:  Bustamin, “Menggali Isu Gender dalam Kurikulum Hadis dan Ulumul Hadis”, dalam Membangun Kultur Akademik Berperspektif Gender (Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, Departemen Agama, UIN Syarif Hidayatullah, CIDA dan McGill, 2005), hal. 80.] 

Perempuan dalam al-Quran dan al-Hadis memiliki kesempatan yang sama dalam mencari ilmu dan berpendidikan.[footnoteRef:8] Ini merupakan sebuah konsekuensi untuk mewujudkan nilai kemanusiaan dengan adanya pemerataan yang tidak bias gender. Anak perempuan sebagaimana anak laki-laki harus mempunyai kesempatan untuk bersekolah lebih tinggi. Bukan menjadi alternatif kedua jika kekurangan biaya untuk sekolah. Pernyataan tentang persamaan pendidikan juga dikemukakan oleh Athiyah yang dikutip oleh Roqib bahwa Islam menyerukan adanya kemerdekaan, persamaan, dan kesempatan yang sama antara yang kaya dan miskin dalam bidang pendidikan di samping penghapusan sistem-sistem kelas dan mewajibkan setiap muslim laki-laki dan perempuan untuk menuntut ilmu, serta memberikan kepada setiap muslim itu segala jalan untuk belajar, bila mereka memperhatikan adanya minat dan bakat.[footnoteRef:9] [8:  QS. Surat al-Mujadalah (58:11)]  [9:  Roqib, Pendidikan Perempuan (Yogyakarta: Gama Media dengan STAIN Purwokerto, 2003), hal. 48-9.] 

Menurut Abbas Karafat sebagaimana dikutip oleh Nashruddin Baidan juga dikatakan bahwa Nabi memerintahkan supaya memperhatikan pendidikan perempuan sehingga dengan mendidiknya itu orangtuanya dapat terhindar dari api neraka, “Ibu bagaikan sekolah, bila anda mempersiapkannya secara baik, berarti anda telah mempersiapkan generasi bangsa dengan integritas kepribadian yang baik”. Dengan demikian, Islam menginginkan kedua jenis kelamin yang berbeda itu memperoleh pendidikan yang layak agar mereka memiliki pengetahuan yang seimbang sehingga mereka dapat berjalan seiring dalam berbagai aspek kehidupan dan beribadah untuk mencapai kehidupan di dunia dan akhirat.[footnoteRef:10] Membiarkan perempuan dalam kebodohan merupakan kezaliman karena membiarkan mereka tidak mengembangkan potensi negara. Perlakuan tersebut di samping akan merugikan potensi negara juga bertentangan dengan al-Qur’an dan sunnah. [10:  Nashruddin Baidan, Tafsir bi al-Ra’yi, Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam Al-Qur’an (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 33.
] 

Pendidikan bagi perempuan semakin penting artinya bila dilihat dari tugas dan fungsinya, baik dalam masyarakat maupun dalam rumah tangga. Tugas-tugas tersebut mustahil dapat terlaksana dengan baik tanpa pendidikan yang baik. Tugas-tugas perempuan kian kompleks seiring dengan perkembangan dunia, maka pendidikan bagi perempuan mutlak adanya. Perempuan yang tidak mendapatkan pendidikan membuat mereka tidak mampu menjalankan perannya, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
Apabila perempuan terdidik dengan baik, niscaya pemerataan pendidikan telah mencapai sasaran. Oleh karena itu, ibu adalah pendidik pertama dan utama dalam keluarga. Ibu adalah sekolah bagi rakyat tanpa mengenal lelah, ekonomi, waktu, dan dilakukan dengan penuh kasih sayang. Bandingkan, jika mendidik seorang laki-laki, maka pendidikan itu hanya untuk satu orang, yaitu laki-laki itu sendiri. Akan tetapi, jika mendidik perempuan, maka sama saja dengan mendidik satu orang keluarga karena peran ibu. Kenyataan ini dapat dilihat di masyarakat bahwa kebanyakan anggota keluarga sukses dalam pendidikan lebih disebabkan oleh ketekunan ibu dalam mendidik anaknya. Oleh karenanya ibu sebagai seorang pendidik harus mempunyai kemampuan ilmu pengetahuan dan keterampilan.
Krisis hubungan suami-istri yang terjadi dalam keluarga, bukan hanya terjadi di kalangan masyarakat yang kurang berakhlak, tetapi masyarakat bermoral pun dapat mengalami krisis yang sama, apabila tingkat pendidikan dan pengalaman antara keduanya berbeda jauh. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa semakin baik pendidikan perempuan akan semakin baik harkat dan martabatnya. Semakin baik moralitas bangsa maka dapat membantu mencerdaskan masyarakat bangsa sehingga dapat mewujudkan keberhasilan pembangunan, di samping lebih memanusiakan manusia dan menghargai kepada hak-hak orang lain.
Begitulah kira-kira diantara materi-materi responsive gender dibalik kurikulum responsive gender yang digaungkan penerapannya di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri.  yang diajarkan dan masuk dalam rencana pembelajran semester disetiap program studi.
 
Conclusion  
[bookmark: _GoBack]Berdasarkan data yang dikumpulkan baik melalui wawancara,  pengamatan secara langsung maupun mengunakan google form dapat disimpulkan bahwa, penerapan kurikulum responsive gender sudah berjalan walau dengan berbagai teknik atau madel ataupun strategi seperti  Contributions approach memang ada matakuliah yang namanya responsg gender seperti studi Gender dalam Islam, Additive Approach memasukan materi gender dalam kurikulum tanpa mengubah nama kurikulum seperti matakuliah hadis, fiqh munakahat, Transformational Approach Kurikulum dijadikan responsif gender dari berbagai aspeknya.  Struktur mata kuliah terkait isu gender seperti fiqh munakahat stressing pembahasan pada pendapat ulama tentang hak-hak perempuan dalam rumah tangga dan masyarakat. Lalu Social Action Approach:  materi tentang keadilan gender dari berbagai aspek melalui seminar ataupun sejenisnya.
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